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Lampiran : Dokumentasi kegiatan penelitian 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gedung Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau kota 
Parepare tampak dari depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2. Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau kota 
Parepare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Suasana antrian pengguna Layanan Kesehatan Gratis di loket 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota 

Parepare. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gambar 4. Peneliti bersama dengan  calon informan pengguna layanan 

kesehatan Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Andi 

Makkasau Kota Parepare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5. Tampak dari luar Ruang Perawatan kelas III bagi pasien layanan 

kesehatan gratis pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar  6. Suasana Ruang Perawatan Kelas III Khusus Pasien layanan 

kesehatan gratis Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi 

Makkasau Kota Parepare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Suasana Ruang Perawatan Kelas III Khusus Pasien layanan 

kesehatan gratis Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi 

Makkasau Kota Parepare 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Peneliti Bersama Pasien layanan kesehatan gratis di Ruang 

Perawatan kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi 
Makkasau Kota Parepare. 

 


